
BUPATI TANA TIDUNG

PERATuRANDAERAHKABUPATENTANATIDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN

UTNAXUUGAN HIDUP DAN LEMBAGA TEKNIS

DAERAH KABUPATEN TANA TTDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG'

Menimbang : a. bahwa sesuai hasil evaluasi terhadap lnspektorat' Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup

dan Lembaga Teknis D?erah dengan tetap memperhatikan visi

dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan,

dan ketersediaah iumber daya aparatur perlu dilakukan

penataanterhadaporganisasidanTataKerjalnspektorat,'Badan 
Perencanaan Fembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dipandairg pe{u menetapkan Peraturan Daerah

i"nt ng Organiiasi din Tata Keria lnspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup

dan Lembaga TekniJ Daerah dilingkungan Pemerintah

KabuPaten Tana Tidung.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan

Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran

Negaia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1106);

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepeglwaian (LLmbaran Negara fqnyl 1974 Nomor 55'

Tamfahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Pokok-Pokok KepeEawaian (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 169, Tambahln Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

ttegar; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,lambahan
Lembaran Negara Nomor 4286\;

4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2AA4 tentang
perbendaharaan (Ldmbaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. undang - Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang

Pemerintahan Daerarr lternoaran Negara Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan,undang-undang
Nomor 12 Tahun 200g tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 32 Tahun z}Oltentang Pemerintahan

Daerah (Lembiran Negara tahun 2008 Nomor 59'Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4844);

6.Undang-UndangNomor33Tahun2oo4tentangPerimbangan
k"uanlrn 

"nt"L 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

if-"*Olt n ttegara Tahun 
-2004 

Nomor 126' Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

T,Undang.UndangNomor34Tahun2ooTtentangPembentukan
k nuplt"n rani Tidung di propinsi Kalimantan Timur

(r_embaran N"gria nepuuilk lndonesia Tahun 2a07 Nomor 100,

Tambahan "iemnaian Negara Republik lndonesia

Nomor 475O);

S.Undang-UndangNomorl2Tahun20lltentangPembentukan
peraturan peiur"oang-Undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 201i Nomoi82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang wewenang

Pengangkatan,PemindahandanPemberhentianPegawai
Na;;i -sipit 

ilembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193,

Tairbahan Lembaran Negara Nomor 4014);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan tierrngrn Daerah (Lembaran.Negara Tahun 2005

Nomlor 140, Tambatian Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara J{.'n 2OA7 Nomor 82'

Tambahan Lembaran Negara Nomor a737);

l2.PeraturanPemerintahNomor4lTahunzao7tentang- 
Oiganisasi Perangkat Daerah (Lembaran. Negara Tahun 20OT

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741\;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang- 
Petunjuk Teknis Penataan organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomol

2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintih Kabupaten Tana Tidung (Lembaran

DaerahKabupatenTanaTidungTahun200sNomor2).

Dengan Persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG oRGANISASI DAN

TATAKERJAINSPEKToRAT,BADANPERENGANAAN
PEMBANGUNANDAERAHDANLINGKUNGANHIDUP
DANLEMBAGATEKNISDAERAHKABUPATENTANA
TIDUNG.

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah Daerah dan Dewan p'erwa[ilan Rakyat Daelah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuun O"ngrn qlilsjn stonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara xes"iuan fr"puurix lndonesia sebagaimana dimaksud

dalam Unoang-i'Ia""6 orsar Negara Republik lndonesia Tahun 1945'

2. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung-

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat

penyelenggara pemerintahan daerah'

4. Bupati adalah BupatiTana Tidung'

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

L"*Oug, Penrvakilan Rakyat Daerah sebagai

Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam

penyelenggrrr* pemerintahan' daerah lang terdiri dari Sekretariat Daerah'

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Oan l-eninag,, fefnis Daerah Kabupaten Tana

Tidung.

7. sekretariat Daerah adalah sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang

selanjutnYa disingkat SETDA'

8. lnspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah'

g. Badan perencanaan pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup. adalah unsur

perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengendalian dampak

iingkungan Kabupaten Tana Tidung'

10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung otonomi daerah Kabupaten

Tana Tidung.

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana

tugas teknis Pada dinas dan badan'

12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur

organisasi, meiafsanakan sebagian iugi. dan fungsi kedihasan sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan'

13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural'

daerah sebagai unsur

disebut DPRD adalah
unsur penYelenggara

Dengan Peraturan Daerah
Pembangunan Daerah dan
Kabupaten Tana Tidung'

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

ini dibentuk lnspeldorat, Badan Perencanaan

Lingkungan Hidup, dan Lembaga Teknis Daerah

Pasal 3

lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup

dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Taia Tidung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, terdiri atas :

1. lnspektorat;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup;



3" Badan KePegawaian Daerah;

4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dah Pemerintahan Desa;

5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Polisi Pamong Prajd;

6. Kantor Penanaman Modaldan Pelayanan Perijinan Terpadu'

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

INSpEKToRAT, eAblru PenenceNAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN

LINGKI,NGAN HIDUP DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

Bagian Pertama
INSPEKTORAT

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 4

(1) lnspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pernerintahan daerah'

(2) lnspektorat dipimpin oleh seorang lnspektur yang..dalam melaksanakqn tugasnya

bertanggung jawab langsung flpacia Uupiti Obn secara teknis administratif

menOapat p-embinaan dari sekretaris daerah'

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5

lnspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahin dI daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelak$anaan urusan pemerintahan desa'

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5'

lnspektorat memPunYai fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana
' 

strategis yang teiah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b) perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebiiakan teknis di bidang

pengawasan penyelenggaraan pernerintahan daerah ;

c) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang

pembangunan;

d) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang

pemerintahan;

e) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidanE

kemasyarakatan;

0 penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

g) pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;



h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinYa.

Paragraf 4
Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiriatas :

a) lnsPektur;

b) Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian'

c) lnsPektur Pembantu WilaYah l'

d) InsPektur Pembantu WilaYah ll'

e) lnspektur Pembantu Wilayah lll'

0 KelorrrPok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan organisasi_dan Tata Kerja lnspektorat sebagaimana tersebut

dalam lampiran I Peraturan Daerah ini'

Bagian Kedua
Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup

Paragraf l
Kedudukan

Pasal 8

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup merupakan

unsur perencana penyelengiaraan pemerintahan daerah dan pengendalian

dampak lingkungan

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh

seorang fepaii Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Paragral2
Tugas

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup rnempunyaitugas

pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

peren€naan pembangunan dan statistik daerah serta pengendalian

dampak lingkungan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal {0

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9, Badan

perencanaan peribangrnrriDaerah dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan statistik daerah,
- ' 

fengen*alian dampak lingkungan sesuai dengan rencana strategis yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;



b) pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik daerah

serta pengendalian dampak lingkungan;

c) pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi;

d) pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial budaya;

e) pembinaan dan pelaksanaan tugaS perencanaan di bidang prasarana dan

pengembangan wilaYah;

0 pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang pendataan, kerjasama
' 

pembangunan, penelitian dan pengernbangan;

g) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

h) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinYa.

Paragraf 4
Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerdh dan

Lingkungan HiduP, terdiri dari :

a) Kepala Badan;

b) Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuan{,an;

2l $ub Bagian Umum dan Kepegawaian'

c)BidangEkonomidanSosialBudaya,membawahkan:

I ) Sub Bidang Ekonomi;

2l Sub Bidang Sosial BudaYa'

d) Bidang Prasarana dan Pengembangan wilayah, membawahkan :

1) Sub Bidang Prsarana;

2l Sub Bidang Pengembangan Wilayah'

e) Bidang Pendataan, Keriasama Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan, membawahkan :

1) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan;

2) Sub Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan, dan Teknologi'

f) Bidang Lingkungan Hidup, membqwahkan :

1) Sub Bidang Konservasi dan Pengendalian Lingkungan.

2) Sub Bidang Pengawasan dan Peneggakan Hukum

g) KelomPok Jabatan Fungsional'

(2) Bagan susunan organisasi dgn Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan'-tinglirngrn Hidup sebagaimana tersebut dalam lampiran ll

Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketiga

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang

Kepegawaian Daerah.

(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh. seorang Kepala. Badan yang

melaksanaf.atiirgrtnya berada diOawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris. Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal {3

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebflakan daerah dibidang-kepegawaian daerah' pendidikan dan

pelatihan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal '14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13'

Badan Kepegawaian Daerah mempunyaifungsi :

a) perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan

rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b) pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan- 
teknis di bidang kepegawaian daerah;

c) pembinaan dan pelaksanaan tugas pengembangan pegawai;

d) pembinaan dan pelaksanaan tugas mutasi pegawai;

e) pembinaan dan pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan pegawai;

0 penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

g) pembinaan kelompok jabatan fungsional;

h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinYa.

Paragraf 4
Organisasi

Pasal 15

(1) Badan Kepegawaian Daerah, terdiriatas :

Kepala Badan;

a) Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian'



Bagian KeemPat
Kantor Pemberdayaan Mlasyarakat dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 16

(1) Kantor Pembefdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur, 
pendukung trgri'gupati di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan

desa, pemberdayaan perempuan, lieluarga berencana dan keluarga seiahtera'

(2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh

seorang repala-rlnio, yrng datam melaksanakan tugasnya berada di bawah

dan bertanggung jawab fepaOa Bupati melalui Sekretaris Daerah'

b) Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan:

1) Sub Bidang Formasidan lnformasi Pegawai;

2) Sub Bidang Data Pegawai;

d) Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan:

1) Sub Bidang Mutasi PegawaiStruktural;

2) Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional

e)BidangPendidikandanPelatihan,membawahkan:

1) Sub Bidang Diklat Struktural;

2) Sub Bidang Diklat Fungsional'

0 KelomPok Jabatan Fungsional'

(2) Bagan susunan organisasi dan Tata Kerja tsadan Kepegawaian Daerah

seSagaimana tersebuldahm lampiran lll Peraturan Daerah ini'

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Kantor pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mernpunyai tugas po*ok

melaksanakan p"nyrtrn* dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pemberdayaan maiyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan'

keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Kantor pem-berdiyian Masyalafat dan Pemerintahan Desa mempunyaifungs'i :

a) perumusan kebiiakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat 9"1' pemerintahan deia sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah;

b) pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan' 
ieknis di bidang p6mberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

c) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat;



d) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa;

e)pembinaandanpelaksanaantugaspemberdayaanperempuan;

0 pembinaan dan pelaksanaan tugas keluarga berencana dan keluarga seiahtera;

g) penyetenggaraan urusan ketatausahaan;

h) pembinaan Kelonpok Jabatan Fungsional;

i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinYa.

Paragraf 4
Organisasi

Pasal 19

(1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa' terdiriatas :

a) KePala Kantor;

b) Sub Bagian Tata Usaha;

c) Seksi PemberdaYaan Masyarakat;

d) $eksi Pemerintahan Desa;

e) Seksi Pemberdayaan PeremPuan;

0seksiKeluargaBerencanadanKeluarga$ejahtera;
g) KelomPok Jabatan Fungsional'

(2) Bagan Susunan organiSasi .dan Tatakerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat

dan pemerintahan Desa sebagaimana tirsebut dalam lampiran lV Peraturan

Daerah ini.

Bagian Kelima
Kantor Kesatuan Bangsi Politik dan Polisi Pamong Praia

Paragraf t
Kedudukan

Pasal 20

(1) Kantor Kesatuan Bangsa, Pqlitik dan Polisi Pamong Praja merupakan unsur, 
pendukung tljgas gupiti di bidang kesatuan bangsa, politik dan polisi pamong

praja.

(2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Prai? dipimpin.oleh seorang

Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung ;awib kLpada Bupati melalui $ekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 2{

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praia memp-tflYai tugas pokok

melaksanakan penyrJrnan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan

bangsa, politik dan polisi pamong praja'



Paragraf 3
Fungsi

Pasal 22

Untuk mdnyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21'

Kantor Kesatuan BAg;, potiiif dan Polisi Pamong Praja mempunyaifungsi :

a) perumu$an Kebiiakan teknis di bidang kesatuan bangsa, potitik dan polisi

pamong praJa sesuai Oengan-rencanJ strategis yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah;

b) pemberian dukungan atas. perencanaan' pembinaan dan pengendalian kebijakan

teknis Oi bidanJ [Jsatuan bangsa, politik dan polisipamong praia;

c) pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik;

d}pembinaandanpelaksanaantugasperlindunganmasyarakat

e) pembinaan dan pelaksanaan tugas polisi pamong praia;

0 penyelenggaraan urusan ketatausahaan;

g) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

h) pelal<sanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sestrai dengan bidang tugas

dan fungsinYa.

(1) Susunan Organisasi Kantor
terdiri atas:

a) Kepala Kantor;

b) Sub Bagian Tata Usaha;

Paragraf 4
Organisasi

Pasal 23

Kesatgan Bangsa, Politik dan Polisi Pamong Praia'

c) Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;

d) Seksi Perlindungan MasYarakat;

e) Seksi Polisi Pamong Praja;

f) KelomPok Jabatan Fungsional'

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Keria Kantor Kesatuan Bangsa' Politik dan

polisi eamonl' Fr"l, sebagaimana teisebut dalam lampiran lV Peraturan

Daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Penanaman Moda-l dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Paragraf {
Kedudukan

Pasal 24

(1) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Per'liinan Terpadu merupakan unsur

pendukung trg;r Bup"ti di oiorng penanaman modal dan pelayanan per'liinan

terpadu.

(2) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh

seqrang repala riantsr yang Oalam melaksanakan tugasnya berada di bawah

dan bertangd"g ifi;t r.pr-6, Bupati melalui Sekretaris Daerah'



Paragrat 2
Tugas Pokok

Pasal 25

Kantor penanaman Modal dan pelayanan periiinan Terpadu mempylyaitugas polrok

metaksanaXan penyu.rnr" dan peliksanaan kebiiakan daerah di bidang penanaman

modal dan pelayanan perijinan terpadu'

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25'

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyaifungsi :

a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan pe.rijinan terpadu

sesuaiOengan-r;.rn" stratdgis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan

ieknis penanamai modal dan pelayanan per'rjinan terpadu;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas penanaman modal;

d. pembinaan dan pelaksanaan fugas pelayanan non perizinan;

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan perizinan;

f. penyelenggaraanurusanketatausahaan;

g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinYa.

Paragraf 4
Organisasi

Pasal 27

(1) Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Terpadu, terdiri atas:

a. KePala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Penanaman Modal;

d. Seksi PelaYanan Non Perijinan;

e. Seksi PelaYanan Perijinan;

f. KelomPok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Moddl dan\-' 
peiayanan eeri;inan ierpadu sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan

Daerah in,i.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 28

(1) Dalam rangka pengembangal fungsi dan pglqksanaan operasional Lembaga

Teknis Daeratr ciapJt dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan-



(2) pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan. Peraturan Bupati

sesuii dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja serta

analisa iabatan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pade Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas poko! melaksanakan sebagian tugas

teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsionalterdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsionalyang dibagi lalam berbagai kelompok $esuai bidang keterampilan dan

keahliannya.

(2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang t9na9? fungsional senior yang diangkat

oleh Bupati atas usul lnspektur/Kepala BadanlKepala Kantor.

(3) Jenis, jeniang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan

kebutuhan, kemampuan din beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 3{

(1) lnspektur/Kepala Badan/Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi iyarat atas usul Sekretaris Daerah

sesuai feraturan perundang-undangan yang berlaku'

(2) Sekretaris, lnspektur Pembantu, Kepala Bldang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub

Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai f,legeri Sipil yang

meme-nuhi syarat atas usul tnspektur/Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah

sesuai .peraturan perundang-undangan yang berlaku'

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati dari'Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala

Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VII

ESELON ORGANISASI

Pasal 32

(1) lnspektur dan Kepala Badan adalah Jabatan Eselon ll.b.

(2) Kepala Kantor, Sekretaris dan lnspektur Pembantu adalah Jabatan Eselon lll.a.

(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon lll'b.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan

Eselon lV.a.



BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, lnspektur, Kepala. Badan' Kepala

Kantor, Sekretraris, Kepila bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang,

Kepala Seksi dan Kelompok Ja6atan Fungsional wajib mengrapkan prinsip

koordinasi, inblrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi !'i[ dalam Iingkungan

masing-masinih"uprn antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah

Kabupaten *"f," instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

pokok masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung iawab memimpin dan
= 

mengkoordinasikan bawahainya masing-masing serta memberikan bimbingan

dan [etunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya'

(3) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab pada atJsannya maling-masing erta menyampaikan laporan

berkala tePat waktu.

(4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
' ' 

wajib'dioiah dan dif,ergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan

peiunjuk bag i pelakssllo?ll tugas bawahan nya'

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masjng kepala atasan, tembusan laporan
' ' wajib disampaikan pula kepada Kepala satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja'

(6) Uraian tugas Jabatan (ilingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Bupati'

(7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten waiib melaksanakan pengawasan rhelekat.

Pasal 34

Apabila lnspektur/Kepala -Badan/Kepala lantor terhalangan, maka Sekretaris'

lnspektur pembantu,-kepala Bidang, Sub Bagian Tata UsahalKepala Seksi secara

struktural dapat melaksanatan tugJs Kepala itau pejabat struktural lainnya sesuai

dengan Daftar Urut KePangkatan.

BAB IX

PEiIIBIAYAAN

Pasal 35

segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini

dibebankan pada'nnig"r; Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Tana

Tidung.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang organisasi dan Tata Kerja
' 'lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungal Hidup

dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tina Tidung tersebut dapat ditinjau dan

dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku Oengati tetap memperhatikan. kewenangan, kemampuan,

i<eOutunan, analisis jaUatan dan analisis beban kerja'



(2) Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural lnspektorat, ladan Perencanaan' ' peirnangunan Daerah dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Teknis Daerah diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Uraian tugas Jabatan Struktural dilingkungan lnspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Teknis Daerah diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(4) Pola mekanisme hubungan kerja ln$pektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Teknis Daerah dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati-

(6) Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan
peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 05

Tahun 2009 tentang Organisasi lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembagb Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2O1A

tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi
lnspekiorat, Badan Perenoanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Dqerah yang mengatur materi yang sama dengan peraturan daerah ini dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung-

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada Tanggal : 3't Januari2012

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd
H. UNDUNSYAH

Diundangkan
Pada tanggal

: di Tideng Pale
: 31 Januan2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd

Drs. M. YUSUF BADRUN, M. AP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2012 NOMOR 08

Nip19600528 19810r I 002



t! o z a C o C z z o v o z 6 a z a 1' m x -{ o n {

x ul C 1' -l m z -{ z { g c z o
o vr J !t

a -
- E F E 5

z t ;f ro o! 0 I tr N 6 r- ro @ o o o N

F = E n =
c=

H
ax

E
gx

e
r.

.E
s1

6
si

lk
=

 L7
t

c 
c>

q 
z-

H
E

E
N

- 
L E =m z. i z + E c z 6)

u, C -u

c{ 2 C
:z

@
J

-C
z o



lro lm
>

l<
o

IE
>

l>
z

16
E

IC
 f

,]
lz

c
l>

x
|.2

_l
.

ls
E

lm
o

ln
a

l>
o

l+
>

lo
z

t>
9

lr0
-r

lE
s

lx
o

tc
>

lz
z Itr l-m l=
Z tH
!

lrB lc
n 
2

IC lx l-t lm t; li IU IC lz l"

F 3 't F z =
-l2

A
>

ex ad
5

gl
 ,q

c
F

F
t_

> -iz
.U

u3
!

o 
zm

=
 Lf

r
q 

E
+

N
-

H
E

E
N

E
3 rY

l z J 2 -l g E 2 o

2 P (o (r
! o o (n N o (o F o F
r o e N

! m 3 br >
m

2Z
!6

0
E

C
>

R
E

B
e

?-
-z

o
dr

- 
>

>
ix

2
zz

4d
6m

fl
E

iH s= I z

@ C -t J

z 
-.

t -
LA

l A
-r

J-
i tq T(-

z. o



ITD (Dt>>luol>>lzz
lx s)lmc
11](/)lmclAz
tz>l>ol>nlzalo>t>=lm cDln>l>U,lT-
lr
IPLt>lz
t>
l-r
lo
IClz
lo

F
=!
9
z.

:
t6E
6=fi,6lY=
F^E
.. -. z.

Hrg
ulrm
o z.F
f J-]'
C C-o?
- -xN}!{oto
N);

-{rnz
-{
z.

J
UCz
6)

2-Tt

98-
F=EsaH
H=E
9>6
=-

aC
-Tl @
C@

=HE,';6)>
Y4 >Zo<6)
EE=
rt

9

ln
tn
vm
4vt

=P
rll|
oroogl
N
6
(0
@
o

(D
CT,+

Cz.+

ta -{

-C z
6)



lg
s

lz
. 
a

ln
E

l=
 u

,
lm

c ll1 l>o lz
v

lH
9

la
z

l>
6

lx
!

1>
 (

/)
l@

-

tE
c

lri
 O

lz
a

l-r
 -o

I>
m tr
=

lr 
fll

lE
g

lz
. l< t> lu
t If IB lx l> l'

=? (o O
r o a tn N o r.
O B a o 0 N

F =! xt 2 _a

1z
.p

>
ot

r
6=

fr
,

9x
i

.. 
,.2

o@
(f

F
J>

u>
IT

l
o,

 -
T

 i
o

- 
F

>
il 

1-

"H
$

Y
i\J

C
iv

B
+ m z -.

1 z. -{ (, C z 6)

G
'

C T
'

'+
.+

ttL
I

z.

v,
 

-l
te -C

z. 6)



l1
l t

D

IP
B

l=
z

lo
9

t>
b

la
z

lo
>

lfz lo
o

h4 l=
E lif
i

lrx t>
>

l;= lx
o

l>
7'

Itr
x

Lf
fl lls l=
=

lo
-

IC lz IO

t 3 ! u z. :
1z

a
>

om 6=
fr

,
gx

E
rs -.

 .
.2

3i
9

U
+

E
I 

e.
>

N
2L ;x
f,

o;
 

r!
H

i\J
c

N
J-

 
=

, + rT
I

z. + z I 0 C z. 6)

!,l
l

o, !, L = 0,

z ! '6 (o C
'I o o gI N o ts (o o l- o F



@ o z C
N C @ C z z o 7 o =q, a x z --
.| o v T m z z = 2 o U r

1' m r z 2 .0 m 2. (- z z -t m 7 T o C x @ c T { lm l2 [-
r l> l2 II IE ,z o

=P (o (t
i o o rr
r o ts io 6 e P F o o t9

F =T F z. f
,6

*
6)

=
-

qx
E

i-# 3=
g

E
+

S
=

 F
>

N
2+ -X

G
oE

@
F

-E
=rf

l z + 2 I (, c z. 6r

@ c 1'

C
J

Z
J s*

t
C

cL
z

A
r

IC
z o


